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Abstract
There is difficulty in determining the position of mediation institutions as 
preferred of dispute resolution between the Bank and the Customers when 
viewed from the side of justice, legal certainty and the expediency that can be 
produced for the parties. On one side banking mediation has various advantages 
characteristic, but on the other side there are still many obstacles that must be 
overcome so that mediation can be applied effectively.Types of research used in 
this paper included the normative legal research which put the law as a norm 
building system. This research uses secondary data where all of these data are 
analyzed using the qualitative methods. The report of this study is presented in a 
descriptive analysis. From the aspect of justice, banking mediation conducted by 
Bank Indonesia need to have serious attention because it is not able to be objective 
that eventually will harm customers. Aspects of Legal Certainty, not maximal to 
set the authority for impose administrative sanctions to banks that do not comply 
with the contents of the mediation agreement and its become the main problem, 
and The Expediency Aspect: not yet known the extent of the banking institutions 
in community become barrier  itself. So to address this dispute, independent 
mediation banking institutions should be formed  by banking associations and 
Bank Indonesia needs to re-socialization the existence of banking mediation 
institutions to the public by displaying all of its  advantages characteristic.

Keywords: Banking Mediation, Alternative Dispute Resolution, Aspect of   
       Justice, Aspects of Legal Certainty, Aspects of Expediency

Abstrak
Terdapat kesul�tan dalam menentukan kedudukan lembaga med�as� sebaga� 
p�l�han penyelesa�an sengketa antara Bank dengan Nasabah j�ka d�t�njau dar� 
s�s� kead�lan, kepast�an hukum dan kemanfaatan yang mampu d�has�lkan bag� 
para p�hak yang bersengketa. D�satu s�s� med�as� perbankan mem�l�k� berbaga� 
keunggulan karakter�st�k, namun d�s�s� la�n mas�h banyak kendala yang harus 
d�hadap� agar med�as� perbankan �n� dapat terlaksana dengan efekt�f. Jen�s 
penel�t�an yang d�gunakan dalam tul�san �n� termasuk ke dalam penel�t�an 
hukum normat�f yang meletakan hukum sebaga� sebuah bangunan s�stem norma. 
Data yang d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah data sekunder data. Seluruh 
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data yang terkumpul d�anal�s�s dengan menggunakan metode kual�tat�f. Has�l 
penel�t�an d�saj�kan dalam suatu laporan yang bers�fat deskr�pt�f anal�s�s. Dar� 
aspek kead�lan med�as� perbankan yang d�laksanakan Bank Indones�a perlu 
mendapat perhat�an ser�us karena d�khawat�rkan t�dak mampu bers�kap obyekt�f 
yang akh�rnya akan merug�kan nasabah. Dar� Aspek Kepast�an Hukum : belum 
maks�malnya pengaturan mengena� kewenangan untuk menjatuhkan sanks� 
adm�n�strat�f kepada bank yang t�dak mematuh� �s� kesepakatan med�as� menjad� 
permasalahan utama, dan dar� Aspek Kemanfaatan : belum d�kenal luasnya 
lembaga med�as� perbankan d� kalangan masyarakat menjad� faktor penghambat 
tersend�r�. Seh�ngga untuk mengatas� permasalah �n� lembaga med�as� perbankan 
�ndependen oleh asos�as� perbankan harus segera d�bentuk dan Bank Indones�a 
perlu mensos�al�sa�kan kembal� keberadaan lembaga med�as� perbankan kepada 
masyarakat luas dengan menamp�lkan segenap keunggulan karakter�st�k yang 
d�m�l�k�nya.

Kata Kunc� :  Med�as� Perbankan, Altenat�f Penyelesa�an Sengketa, Aspek  
           Kead�lan, Aspek Kepast�an Hukum, Aspek Kemanfaatan

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Lembaga Perbankan merupakan  
pokok s�stem keuangan yang memegang 
peranan pent�ng dalam s�stem 
perekonom�an dan menggerakkan 
pembangunan Indones�a. Dalam 
perkembangan keh�dupan masyarakat 
modern sepert� sekarang �n�, t�dak 
dapat d�pungk�r� bahwa dun�a 
perbankan saat �n� mem�l�k� peranan 
pent�ng dalam keh�dupan manus�a dan 
memegang pos�s� yang dom�nan, sebab 
bank merupakan penyed�a dana bag� 
para pelaku usaha, seh�ngga pelaku 
usaha dapat menjalankan aktifitasnya, 
salah satunya adalah dalam bentuk 
p�njaman. 

Bank sebaga� financial 
intermediary institution sela�n 
bertugas untuk mengh�mpun dana 
dan menjalankan usahanya terutama 
dar� dana masyarakat yang kemud�an 
menyalurkan kembal� kepada 

masyarakat, bank juga member�kan 
jasa-jasa keuangan dan pembayaran 
la�nnya yang memudahkan masyarakat 
dalam keh�dupan perekonom�an 
d�kesehar�annya.3

Pengaturan mengena� 
perbankan d� Indones�a d�mula� sejak 
d�lah�rkannya UU No.14 Tahun 1967 
tentang Pokok-Pokok Perbankan yang 
kemud�an d�gant� dengan UU No.7 
tahun 1992 Tentang Perbankan dan 
selanjutnya  dengan Undang-Undang 
No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan.

Dalam hal hubungan hukum yang 
terjad� antara bank dan nasabah, t�dak 
dapat d�pungk�r� bahwa hubungan �n� 
potens�al akan men�mbulkan sengketa 
antar p�hak terka�t. Adapun masalah 
dan sengketa antara nasabah dan 
3  Burhanudd�n Abdullah, 2006, Jalan Menuju 

Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi 
Berkelanjutan, Pustaka LP3ES Indones�a, 
Jakarta, hlm.203
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perbankan d�sebabkan oleh 4 (empat) 
hal utama yang mel�put� : 
1. Informas� yang kurang memada� 

mengena� karakter�st�k produk 
atau jasa yang d�tawarkan bank.

2. Pemahaman nasabah terhadap 
akt�v�tas dan produk serta jasa 
perbankan yang mas�h kurang.

3. Ket�mpangan hubungan antara 
nasabah dengan bank, khususnya 
bag� nasabah pem�njam dana.

4. T�dak adanya saluran memada� 
untuk memfas�l�tas� penyelesa�an 
fr�ks� atau permasalahan yang 
terjad� antara nasabah dengan 
bank.4

Bank Indones�a sebaga� otor�tas 
pengawas �ndustr� perbankan mem�l�k� 
kepent�ngan dalam men�ngkatkan 
perl�ndungan hukum terhadap nasabah 
perbankan Indones�a. Adapun berbaga� 
regulas� kemud�an d�terb�tkan guna 
menguatkan  perl�ndungan  hukum  
terhadap nasabah d�antaranya mel�put�: 
Penerb�tan regulas� dalam b�dang 
perbankan mengena� perl�ndungan 
nasabah bank d�antaranya adalah 
Penerb�tan Peraturan Bank Indones�a 
(PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang 
Transparans� Informas� Produk Bank 
dan Penggunaan Data Pr�bad� Nasabah 
dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang 
Penyelesa�an Pengaduan Nasabah dan 
PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Med�as� 
Perbankan.

4  Mul�aman D. Hadad, Perlindungan 
dan Pemberdayaan Nasabah Bank 
Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, 
tercantum dalam URL : http://www.b�.go.
�dd�akses tgl 1 Maret 2016

Selama �n� praktek perbankan 
Indones�a belum banyak menggunakan 
proses non l�t�gas� dalam menyelesa�kan 
sengketa. Hal �n� dapat terl�hat dar� 
perjanj�an-perjanj�an oleh p�hak bank 
dan masalah yang t�dak mencantumkan 
klausula sepert� arb�trase, med�as�, 
dan sebaga�nya sepert� yang 
d�kemukakan dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arb�trase dan Alternat�f Penyelesa�an 
Sengketa. Sejat�nya ket�dakpuasan-
ket�dakpuasan dalam penyelesa�an 
sengketa d� b�dang perbankan 
sesungguhnya sangat terfokus pada 
ke�ng�nan untuk dapat  menyelesa�kan 
sengketa dengan cepat, tepat dan 
efekt�f. Penyelesa�an sengketa melalu� 
alternat�f penyelesa�an sengketa 
kemud�an menjad� menar�k untuk 
d�anal�s�s dan d�kembangkan leb�h 
lanjut sebaga� solus� penyelesa�an 
sengketa perbankkan Indones�a.

Bank Indones�a kemud�an 
mengeluarkan Peraturan Bank 
Indones�a Nomor 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesa�an Pengaduan 
Nasabah. Oleh karena d�rasa kurang 
dapat memuaskan nasabah, Bank 
Indones�a sebaga� pemegang otor�tas 
tert�ngg� kemud�an mengamb�l �n�s�at�f 
untuk mengeluarkan Peraturan Bank 
Indones�a Nomor 8/5/PBI/2006 Jo 
Peraturan Bank Indones�a Nomor 10/1/
PBI/2008  Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bank Indones�a Nomor 8/5/
PBI/2006 tentang Med�as� Perbankan 
(PBI Med�as� Perbankan)  yang 
mengatur secara leb�h dalam dan r�nc� 
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mengena� med�as� perbankan sebaga� 
salah satu bentuk alternatif dispute 
resolution dalam menyelesa�kan 
sengketa-sengketa perbankan d� 
Indones�a.

Ketentuan-ketentuan hukum 
pada masa kolon�al Belanda dan h�ngga 
masa-masa awal setelah kemerdekaan 
secara khusus memang t�dak 
menegaskan secara kongkret med�as� 
sebaga� salah satu bentuk penyelesa�an 
sengketa, ba�k d�pengad�lan maupun 
d�luar pengad�lan. Ketentuan mengena� 
med�as� baru d�temukan dalam UU 
No.30 Tahun 1999 tentang Arb�trase 
dan Alternat�f Penyelesa�an Sengketa, 
Peraturan Pemer�ntah (PP) No.54 
Tahun 2000 tentang Lembaga Penyed�a 
Jasa Pelayanan Penyelesa�an Sengketa 
L�ngkungan H�dup d� Luar Pengad�lan 
dan PERMA No. 2 tahun 2003 tentang 
prosedur Med�as� d� Pengad�lan yang 
kemud�an d�gant�kan oleh PERMA 
No. 1 tahun 2008 dan d�rubah dengan 
PERMA  No.1 Tahun 2016.

D�terb�tkannya UU No.30 
Tahun 1999 membawa perubahan 
pent�ng bag� pola penyelesa�an 
sengketa dalam keh�dupan masyarakat 
Indones�a. Keluarnya peraturan 
perundang-undangan �n� membawa 
ang�n baru bag� para p�hak yang 
�ng�n menyelesa�kan sengketa d�luar 
pengad�l�an. Undang-undang No.30 
Tahun 1999 member�kan dorongan 
kepada para p�hak bersengketa agar 
menunjukkan �kt�kad ba�k karena 
tanpa �kt�kad ba�k apapun yang 
d�putuskan d�luar pengad�lan t�dak 

akan dapat d�laksanakan.5 Pr�ns�p 
win-win solution dan penyelesa�an 
sengketa secara cepat telah menjad� 
p�l�han dalam dun�a b�sn�s akh�r-akh�r 
�n�, seh�ngga keberadaan  UU No.30 
Tahun 1999 benar-benar memenuh� 
kebutuhan hukum masyarakat yang 
semak�n berkembang.

Dalam konteks penyelesa�an 
suatu sengketa perbankan, peranan 
lembaga med�as� sangatlah pent�ng 
dalam upaya mencapa� kesetaraan 
antara para p�hak yang berada dalam 
konflik sehingga dapat menyelesaikan 
secara �nternal. D�mana salah satu 
upaya melalu� mekan�sme med�as�.6 
Dewasa �n� hamp�r semua negara 
mengembangkan berbaga� jalan 
terobosan alternat�f, karena kelemahan 
penyelesa�an sengketa melalu� ajud�kas� 
yang mengak�batkan terkurasnya 
sumber daya, dana, waktu, p�k�ran dan 
tenaga, dan mula� mengedepankan 
pola-pola penyelesa�an sengketa d� 
luar pengad�lan.7

Terkhusus dalam dun�a 
perbankan Indones�a, proses med�as� 
sebaga� salah satu bentuk penyelesa�an 
sengketa alternat�f merupakan 
kelanjutan dar� pengaduan nasabah 
5  Syahr�zal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum 

Syariah,Hukum Adat dan Hukum Nasional, 
Kencana, Jakarta, hlm.139

6 Inosent�us Samsul, 2009, Pengembangan 
Model Penyelesa�an Sengketa Perbankan 
dalam Perpekst�f Perl�ndungan Konsumen, 
d�kut�p dar� Art�kel dalam Bulet�n Hukum 
Perbankan dan Kebanksentralan, D�rektur 
Hukum Bank Indones�a, Jakarta, hlm.27-28.

7  Susant� Ad� Nugroho, 2008, Proses 
Penyelesa�an Sengketa Konsumen D�t�njau dar� 
Hukum Acara serta Kendala Implementas�nya, 
Kencana, Jakarta, hlm.13.
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apab�la nasabah merasa t�dak puas atas 
penanganan dan penyelesa�an yang 
d�ber�kan bank. Kehad�ran med�as� 
perbankan d�n�la� sangat pent�ng, 
d�karenakan sela�n penyelesa�an 
melalu� jalur �n� d�rasa leb�h efekt�f 
dan lebih efisien bagi para pihak yang 
bersengketa.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang 

d�atas penul�s kemud�an tertar�k untuk 
melakukan penel�t�an hukum dalam 
l�ngkup Hukum Perbankan Indones�a 
untuk berusaha menganal�s�s :
Baga�manakah karakter�st�k med�as� 
perbankan sebaga� alternat�f 
penyelesa�an sengketa perbankan 
�ndones�a d�t�njau dar� s�s� kead�lan, 
kepast�an hukum dan kemanfaatan 
yang mampu d�has�lkan bag� para 
p�hak yang bersengketa ?

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dar� penul�san �n� 

�alah mel�put� : 
a. Untuk mengkaj� dan mengetahu� 

karakter�st�k med�as� perbankan 
sebaga� alternat�f penyelesa�an 
sengketa perbankan �ndones�a 
d�t�njau dar� s�s� kead�lan, 
kepast�an hukum dan 
kemanfaatan yang mampu 
d�has�lkan bag� para p�hak yang 
bersengketa

b. Untuk menambah wawasan 
dan pengetahuan bag� penul�s 
d� b�dang �lmu hukum ba�k 
teor� maupun praktek dalam 

hal �n� l�ngkup Hukum 
Perbankan khususnya d�b�dang 
alternat�f penyelesa�an sengketa 
perbankan

c. Untuk menerapkan �lmu dan 
teor�-teor� hukum yang telah 
penul�s peroleh agar dapat 
member� manfaat bag� penul�s 
send�r� secara khusus, �nst�tus� 
dan masyarakat pada umumnya.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an hukum merupakan 

suatu keg�atan �lm�ah, yang d�dasarkan 
pada metode, s�stemat�ka dan 
pem�k�ran tertentu yang bertujuan 
untuk mempelajar� satu atau beberapa 
gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganal�s�snya secara leb�h dalam.8 

Jen�s Penel�t�an yang d�gunakan 
dalam tul�san �n� termasuk ke dalam 
penel�t�an hukum normat�f yang 
meletakan hukum sebaga� sebuah 
bangunan s�stem norma. Data yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� 
adalah data sekunder. Seluruh data 
yang terkumpul d�anal�s�s dengan 
menggunakan metode kual�tat�f. Has�l 
penel�t�an �n� d�saj�kan dalam suatu 
laporan yang bers�fat d�skr�pt�f anal�s�s. 
Bers�fat deskr�pt�f karena dar� penel�t�an 
�n� d�harapkan dapat member�kan 
gambaran secara menyeluruh dan 
s�stemat�s mengena� asas-asas hukum, 
ka�dah-ka�dah hukum, doktr�n dan 
peraturan perundang-undangan yang 
berka�tan dengan penel�t�an �n�. 

8   Soerjono Soekanto, 1986,  Pengantar 
Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  hlm.43

.

Vol. 5, No. 1 : 202 - 218



207

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2016

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Analisis Aspek Keadilan

 Bank merupakan lembaga 
keuangan yang sangat d�butuhkan 
oleh masyarakat dalam melakukan 
transaks� keuangan, maupun transaks� 
la�nnya.9 Dalam d�nam�ka perjalanan 
suatu keg�atan perbankan, t�dak 
b�sa d�pungk�r�  nasabah merupakan 
konsumen dar� pelayanan jasa 
perbankan. Kedudukan nasabah dalam 
hubungannya dengan pelayanan jasa 
perbankan, berada pada dua pos�s� 
yang bergant�an sesua� dengan s�s� 
mana mereka berada. Pada dasarnya 
nasabah merupakan konsumen dar� 
pelaku usaha yang menyed�akan jasa 
d� sektor usaha perbankan.10 

Secara khusus saat k�ta 
berb�cara mengena� aspek kead�lan 
dar� pengaturan med�as� perbankan. 
Anal�s�s dapat d�lakukan dengan 
membedah ketentuan-ketentuan 
dalam PBI Med�as� Perbankan dan 
menganal�s�s po�nt-po�nt strateg�s 
yang mas�h lekat dengan aspek 
ket�dakad�lan dalam pengapl�kas�an 
ketentuan tersebut, tentunya p�sau 
anal�s�s yang d�gunakan t�dak la�n 
�alah konsep s�stem hukum Lawrence 
M.Fr�edman yang mel�put� substans�, 
struktur dan budaya hukum. D�mana 
substans�, struktur dan budaya hukum 
yang menyebabkan aspek kead�lan 
�n� redup harus segera d�formulas�kan 
9   Ad�w�djaja dan R�va� W�rasasm�ta, 2000, 

Analisis Kredit, Bandung, CV P�on�r Jaya, 
hlm.11.

10  Muhamad  Djumhana, 2003. Hukum 
Perbankan di Indonesia, PT C�tra, Bandung, 
hlm.282

ulang untuk meningkatkan efektifitas 
dan memperkuat n�la� kead�lan 
bag� p�hak-p�hak yang mem�l�h 
menyelesa�kan sengketanya melalu� 
jalan med�as� perbankan.

Substansi
Ketentuan Pasal 3 ayat 4 

PBI Med�as� Perbankan mengatur 
bahwa : sepanjang lembaga med�as� 
�ndependen sebaga�mana d�maksud 
pada ayat (1) belum d�bentuk, fungs� 
med�as� perbankan d�laksanakan 
oleh Bank Indones�a, perlu mendapat 
perhat�an karena d�khawat�rkan BI 
t�dak mampu bers�kap obyekt�f yang 
akh�rnya akan merug�kan nasabah. Hal 
�n� menjad� t�t�k tolak lemahnya pos�s� 
nasabah dalam pelaksanaan suatu 
penyelesa�an sengketa melalu� med�as� 
perbankan. Sela�n �tu d�tegaskan pula 
oleh Mantan D�rektur Invest�gas� dan 
Med�as� Perbankan Bank Indones�a 
Ahmad Fuad mengatakan bahwa, hal 
yang pal�ng mendasar yang menjad� 
alasan segera d�bentuknya med�as� 
oleh asos�as� perbankan adalah karena 
med�as� bukanlah tugas dar� Bank 
Indones�a. Tugas Bank Indones�a yang 
sesungguhnya adalah untuk menjaga 
stab�l�tas moneter.11

Struktur
Secara struktur penyelenggaraan 

med�as� perbankan send�r�, �dealnya 

11  Bank Indones�a, 2009, Bank Indonesia 
Desak Lembaga Perbankan Segera 
Bentuk Mediasi, d�kut�p dar�: http://www.
hukumonl�ne.com d�akses pada 8 Maret 
2016
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d�laksanakan oleh lembaga 
�ndependen. Dengan d�laksankannya 
fungs� med�as� perbankan oleh lembaga 
�ndependen maka proses med�as� 
akan leb�h obyekt�f karena med�ator 
t�dak mempunya� kepent�ngan dalam 
sengketa yang tengah terjad�. Bank 
Indones�a sesungguhnya bukanlah 
lembaga resolusi konflik tetapi 
melaksanakan fungs� �tu. Sesua� 
dengan ketentuan dalam Pasal 3 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PBI 
No.8/5/PBI/2006, med�as� d� b�dang 
perbankan d�maksud d�lakukan oleh 
suatu lembaga med�as� perbankan 
�ndependen yang d�bentuk asos�as� 
perbankan. Pembentukan lembaga 
med�as� perbankan �ndependen 
tersebut dalam PBI tersebut d�ber� 
tenggat waktu pelaksanaan pal�ng 
lambat pada tanggal 31 Desember 
2007 dan d�tentukan pula dalam 
pelaksanaan med�as� perbankan 
�ndependen tersebut harus senant�asa 
d�koord�nas�kan dengan Bank 
Indones�a. Adapun asos�as� perbankan 
yang membentuk lembaga med�as� 
perbankan �ndependen dapat terd�r� 
dar� gabungan asos�as� perbankan 
untuk menjaga �ndependens�nya.12

Berdasar pada ketentuan dalam 
Pasal 3 ayat (4) PBI No.8/5/PBI/2006, 
meng�ngat akan pembentukan lembaga 
med�as� perbankan �ndependen tersebut 
12 Erna Pr�l�asar�, 2008,  Mediasi Perbankan 

Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap 
Nasabah Bank, Art�kel dalam Jurnal Leg�slas� 
Indones�a Volume 5 Nomor 2, D�rektorat  
Jendral Peraturan Perundang-undangan 
Departemen Hukum dan Hak Asas� Manus�a, 
Jakarta, hlm.43

t�dak dapat d�laksanakan dalam waktu 
s�ngkat, sementara kebutuhan med�as� 
perbankan sudah mendesak, maka pada 
tahap �n� fungs� med�as� perbankan  
yang seharusnya d�laksanakan Bank 
Indones�a sampa� pada akh�r tahun 
2007, maka berdasarkan Peraturan 
Bank Indones�a Nomor 10/1/PBI/2008 
yang merupakan peraturan perubahan 
terhadap peraturan Bank Indones�a 
sebelumnya, karena h�ngga akh�r tahun 
2007 lembaga med�as� perbankan 
�ndependen belum dapat d�bentuk, 
seh�ngga untuk sementara waktu Bank 
Indones�a tetap melaksanakan fungs� 
med�as� sampa� dengan terbentuknya 
lembaga  med�as� perbankan 
�ndependen oleh asos�as� perbankan  
�n� merupakan salah satu faktor 
mengapa dar� sek�an banyak sengketa 
yang masuk untuk d�selesa�kan melalu� 
med�as� perbankan, mas�h sangat 
sed�k�t yang dapat d�selesa�kan dengan 
tuntas.

Budaya Hukum
Terka�t dengan aspek budaya 

hukum, hambatan juga datang dar� 
dalam operas�onal med�as� perbankan 
send�r�. Dengan �nst�tus� lembaga 
penyelesa�an sengketa perbankan yang 
d�laksanakan oleh Bank Indones�a 
tersebut b�sa mempengaruh� s�kap dan 
per�laku Bank Indones�a leb�h merasa 
sebaga� hak�m dalam penyelesa�an 
sengketa nasabah dar� pada sebaga� 
med�ator. Apab�la med�ator Bank 
Indones�a menggunakan pendekatan 
yang bers�fat legal-pos�t�v�st�k, 
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d�mana pendekatan legal-pos�t�v�st�k 
seharusnya d�h�ndarkan karena 
karakter�st�k sengketa nasabah 
bank ser�ngkal� bers�fat khas dan 
komplek seh�ngga memerlukan cara 
penyelesa�an yang komperhens�f. 
Sela�n �tu juga karena sengketa nasabah 
dengan bank mempunya� t�ngkat 
ket�mbangan pos�s� tawar yang besar, 
d�mana bank berada dalam pos�s� yang 
jauh leb�h kuat dar� nasabah.

Kekhawat�ran med�as� akan 
menyelesa�kan sengketa yang 
berpangkal pada pemahaman normat�f 
semp�t merupakan salah satu hal yang 
juga menjad� penyebab terhambatnya 
pelaksanaan penyelesa�an sengketa 
melalu� med�as� perbankan. Ser�ngkal� 
proses med�as� berujung pada has�l 
sepakat atau t�dak sepakat” hanya 
karena terlalu kaku terhadap aturan batas 
waktu penyelesa�an sengketa. Contoh 
kegagalan la�nnya m�salnya pengaduan 
nasabah d�tolak hanya karena terlalu 
semp�t dalam menafs�rkan pengert�an-
pengert�an tertentu seh�ngga akan 
sangat merug�kan nasabah.13

Sela�n pandangan-pandangan 
d�atas menurut data Bank Indones�a 
bahwa med�as� perbankan send�r� 
sebenarnya belum d�kenal luas oleh 
nasabah. Mas�h banyak nasabah yang 
t�dak mengetahu� keberadaannya 
mesk�pun Bank Indones�a mewaj�bkan 
t�ap bank member�kan �nformas� 
tentang hak-hak nasabah termasuk 
13 Herl�ana, 2011, Peran Bank Indonesia dalam 

Mediasi Perbankan, tercantum dalam URL 
: http://www.hukumonl�ne.com  d�akses 
tanggal 8 Maret 2016, hlm.153

med�as�. M�n�mnya �nformas� dar� bank 
�n� menyebabkan sebag�an nasabah 
berhent� pada tahap pengaduan nasabah 
saja, tanpa melanjutkan proses ke 
med�as� mesk�pun mereka t�dak puas 
dengan penyelesa�an sengketa yang 
d�m�l�k�nya. Hal �n� membukt�kan 
bahwasanya apa yang d�amanatkan 
dalam ketentuan Pasal 14 PBI Med�as� 
Perbankan dan Surat Edaran Bank 
Indones�a Nomor 8/14/DPNP yang 
menentukan kewaj�ban publ�kas� oleh 
bank terka�t adanya sarana med�as� 
perbankan dan kewaj�ban publ�kas� 
melalu� med�a-med�a publ�kas� 
sebaga�mana d�tentukan surat edaran 
tersebut belum d�laksanakan secara 
maks�mal.

3.2 Analisis Aspek Kepastian 
Hukum 
Dengan semak�n berkembangnya 

dun�a perbankan Indones�a yang 
kemud�an d�warna� oleh berbaga� 
sengketa-sengketa yang terjad� antara 
bank dan nasabah. Dalam konteks 
perl�ndungan terhadap nasabah 
�n�, Yayasan Lembaga Konsumen 
Indones�a (YLKI) juga mel�hat bahwa 
nasabah  ser�ngkal�  mengalam�  
kesul�tan dalam mencar� penyelesa�an 
sengketa dengan bank. YLKI telah 
berperan dalam menyelesa�kan 
sengketa perbankan antara nasabah 
dengan bank sebelum terbentuknya 
lembaga med�as� perbankan. 
Namun dem�k�an, terdapat beberapa 
kelemahan yang membuat pos�s� 
YLKI cenderung t�dak kuat, d�mana 
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ser�ngkal� beberapa dar� bank yang 
terl�bat t�dak meng�ndahkan surat 
pangg�lan dar� YLKI mesk�pun YLKI 
telah mendapat kepercayaan dar� 
nasabah yang mender�ta kerug�an. Bank 
menyampa�kan argumentas�nya bahwa 
YLKI t�dak mem�l�k� kewenangan 
untuk memaksa bank untuk menanggap� 
atau datang memenuh� pangg�lan. 
Ak�batnya, sengketa nasabah t�dak 
dapat memperoleh penyelesa�an secara 
tuntas dan berkead�lan.14

Padahal j�ka d�anal�s�s leb�h 
dalam, sesungguhnya YLKI mem�l�k� 
mekan�sme yang efekt�f untuk memaksa 
bank meng�ndahkan pangg�lan YLKI 
untuk menyelesa�kan sengketa dengan 
nasabah ya�tu melalu� med�a massa. 
Kred�b�l�tas YLKI yang terpercaya 
d� masyarakat dapat d�jad�kan senjata 
dengan member�takan bank mana 
yang mempunya� track record bagus 
sehubungan dengan pelayanan 
konsumen dan mana yang t�dak. 
Namun, hal �n� t�dak d�laksanakan 
karena ak�batnya akan membahayakan 
kepercayaan masyarakat terhadap 
bank tertentu. 

Kond�s� sebaga�mana d�paparkan 
d�atas kemud�an kembal� terulang dan 
mas�h ser�ng terjad� ket�ka Lembaga 
Med�as� Perbankan �n� muncul 
dan d�ampu oleh  Bank  Indones�a 
sebelum terbentuknya asos�as� 
perbankan �ndependen. Hal �n� tak 
la�n d�sebabkan oleh mas�h belum 
kuatnya ketentuan-ketentuan dalam 
PBI Med�as� perbankan mengatur 

14  Herl�ana, op.cit, hlm.147

secara tegas atau member� kepast�an 
hukum terhadap p�hak-p�hak yang 
bersengketa terutama bag� p�hak 
perbankan yang ada d�pos�s� dom�nan, 
seh�ngga ket�dakpast�an hukum �n� 
kemud�an ser�ngkal� merug�kan p�hak-
p�hak yang bersengketa.

Substansi
Dar� s�s� substans� ketentuan-

ketentuan sepert�: pada pengaturan 
pelaksanaan dan penuangan has�l 
kesepakatan perdama�an (ka�tannya 
dengan Pasal 13 PBI Med�as� Perbankan 
tentang kewaj�ban Bank dalam 
pelaksanaan has�l kesepakatan dan 
penuangan dalam akta kesepakatan). 
Efektifitasnya sangat tergantung dari 
�t�kad ba�k para p�hak menaat� has�l 
kesepakatan tersebut. Apab�la salah 
satu p�hak t�dak mau melaksanakan 
kesepakatan yang telah d�capa�, t�dak 
ada upaya hukum yang dapat d�lakukan 
untuk memaksakannya dan t�dak d�atur 
pula tentang pendaftaran kesepakatan. 
Kelemahan �n� telah d�usahakan 
untuk d�atas� oleh Peraturan Bank 
Indones�a tentang Med�as� Perbankan. 
D�mana, dalam hal �n� Bank Indones�a 
d�ber�kan pengaturan mengena� 
kewenangan untuk menjatuhkan 
sanks� adm�n�strat�f  (Pasal 16 angka 
1 PBI Med�as� Perbankan) kepada 
bank yang t�dak mematuh� �s� 
kesepakatan med�as�. Bentuk sanks� 
tersebut berupa teguran tertul�s serta 
d�perh�tungkannya ket�dakpatuhan �tu 
dalam komponen pen�la�an t�ngkat 
kesehatan bank (Pasal 16 angka 2 
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PBI tentang Med�as� Perbankan). 
Pember�an sanks� oleh Bank Indones�a 
sebaga� lembaga ekternal (ekternal 
authority) dapat d�benarkan dem� 
efektifitasnya mediasi. Namun 
dem�k�an, sanks� dar� Bank Indones�a 
tersebut belum cukup maks�mal 
untuk member� perl�ndungan kepada 
nasabah. Sanks� dar� Bank Indones�a 
t�dak bers�fat tegas dan memaksa agar 
bank melaksanakan kewaj�bannya, 
tetap� leb�h kepada sanks� adm�n�strat�f 
dan sanks� sos�al saja. Nasabah yang 
d�rug�kan t�dak dapat menggunakan 
upaya hukum untuk mendapatkan 
gant� kerug�an yang menjad� haknya.

D�samp�ng �tu PBI tentang 
Med�as� Perbankan t�dak mengatur 
mengena� sanks� apab�la nasabah 
t�dak mau melaksanakan kesepakatan. 
Penentuan bahwa yur�d�ks� med�as� 
adalah sengketa antara nasabah dan bank 
yang d�sebabkan t�dak d�penuh�nya 
tuntutan finansial nasabah oleh bank, 
t�dak mengh�langkan kemungk�nan 
bahwa dalam has�l kesepakatan med�as� 
juga terdapat kewaj�ban atau prestas� 
yang d�bebankan kepada nasabah. 

Struktur
Dar� s�s� struktur dapat d�anal�s�s 

bahwa lembaga pelaksana med�as� 
perbankan ya�tu Bank Indones�a 
send�r� mengalam� kesul�tan untuk 
menghubung� pejabat d� bank yang 
berkompeten untuk d�pangg�l dan 
menjalan� proses med�as�. Ser�ngkal�, 
utusan yang d�k�r�m oleh bank t�dak 
mem�l�k� kewenangan memutus. Hal 

�n� d�sebabkan belum terdapat suatu 
pengaturan khusus yang mampu 
meng�kat dan member� kepast�an 
hukum terka�t kewaj�ban bank secara 
mendeta�l terka�t pelaksanaan med�as� 
perbankan beserta sanks�-sanks� yang 
tegas bag� p�hak-p�hak yang t�dak 
patuh kepadanya. Hal �n� berak�bat 
proses med�as� t�dak dapat berjalan 
sebaga�mana mest�nya sebab staff 
t�dak dapat menawarkan ops�-ops� atau 
member�kan alternat�f penyelesa�an 
masalah. Seh�ngga proses med�as� t�dak 
berjalan efekt�f dan membutuhkan 
waktu lama.

Budaya Hukum
Kemud�an dar� s�s� budaya 

hukum ka�tannya dengan Kepast�an 
Hukum dapat d�l�hat dar� Fakta 
d�lapangan yang menunjukkan bahwa 
mas�h banyak pejabat bank yang 
belum mengetahu� ketentuan med�as� 
perbankan. Salah seorang narasumber 
yang merupakan staff salah satu 
Bank yang mem�l�k� kantor cabang 
d�berbaga� daerah pun mengatakan 
bahwa �a dan beberapa rekannya 
t�dak memaham� med�as� perbankan. 
Menurutnya, apabila terjadi konflik 
dengan nasabah dengan salah satu 
kantor cabang, maka akan d�selesa�kan 
d� kantor cabang  tersebut oleh staf 
bank yang bersangkutan. Apab�la 
nasabah t�dak puas maka sengketa 
d�teruskan kepada kantor w�layah 
yang membawah� cabang tersebut. 
Apab�la mas�h terdapat ket�dakpuasan 
maka akan d�teruskan d�kantor pusat 
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d� Jakarta. 
Narasumber tersebut menya-

takan belum pernah mendapat� 
sengketa mel�batkan bank tersebut 
dengan nasabahnya d�selesa�kan 
dengan med�as� perbankan d� Bank 
Indones�a. Leb�h lanjut �a menyatakan 
bahwa beres�ko bag� bank yang 
menjad� tempatnya bekerja untuk 
menyelesa�kan sengketa ke Bank 
Indones�a karena akan berpengaruh 
terhadap reputas� bank send�r�. Dengan 
alasan tersebut, maka kantor pusat 
kemud�an akan berusaha semaks�mal 
mungk�n menyelesa�kan sengketa 
dengan nasabahnya. Jad� dalam hukum 
terdapat bentrokan yang tak dapat 
d�h�ndarkan, pert�ka�an yang selalu 
berulang antara tuntutan-tuntutan 
kead�lan dan tuntutan-tuntutan 
kepast�an hukum. Mak�n banyak 
hukum memenuh� syarat, peraturan 
tetap, yang sebanyak mungk�n 
men�adakan ket�dakpast�an, jad� mak�n 
tepat dan tajam peraturan hukum �tu, 
mak�n terdesaklah kead�lan. 

3.3 Analisis Aspek Kemanfaatan
Sesua� dengan data stat�st�k Bank 

Indones�a terka�t sengketa-sengketa 
yang d�ajukan penyelesa�annya 
melalu� med�as� perbankan, d�dapat 
bahwasanya sejak d�buka pada 
Januar� 2006 med�as� perbankan 
d�sambut dengan pos�t�f oleh nasabah 
perbankan Indones�a. Hal �n� terbukt� 
dar� antus�asme nasabah dalam 
mengadukan sengketa mereka ke 
med�as� perbankan. Data stat�st�k 

tentang jumlah sengketa menunjukkan 
pada sejak bulan Januar� 2006 h�ngga 
Desember 2006 jumlah pengaduan dan 
permohonan penyelesa�an sengketa 
melalu� med�as� Bank Indones�a 
tercatat sebanyak 151 sengketa.15

Kemud�an pada tahun 2007 
berdasarkan data Bank Indones�a, 
sepanjang 2007 Bank Indones�a 
telah mener�ma sebanyak 64.288 
pengaduan. Dar� jumlah �tu, 97,8 
persen pengaduan adalah pengaduan 
nasabah d� b�dang s�stem pembayaran. 
S�sanya, pengaduan d� b�dang 
pengh�mpunan dana, penyaluran 
dana, produk kerja sama dan produk 
la�nnya. Dar� seluruh pengaduan �tu, 
perm�ntaan penyelesa�an dengan 
cara med�as� sebanyak 200 sengketa. 
Sampa� akh�r 2007, Bank Indones�a 
telah menyelesa�kan 90 persen 
sengketa dan s�sanya sedang dalam 
proses penyelesa�an.16

Dalam perkembangan kemud�an, 
penyelesa�an sengketa melalu� med�as� 
perbankan pada tahun 2008 h�ngga 
2012 dar� seg� kuant�tas pengajuan 
sengketa nasabah dengan bank telah 
mengalam� pen�ngkatan pesat. Data 
stat�st�k Bank Indones�a menyebutkan, 
penanganan sengketa med�as� 
perbankan sejak Januar� h�ngga Jun� 
2008 adalah 158 kasus. Dar� jumlah 
tersebut sebanyak 89 kasus selesa� 
tanpa med�as�, 60 kasus sedang 

15  Bank Indones�a, 2012,   
 hal.155, d�kut�p dar� 

http://www.b�.go.�d/web/�d, d�akses pada 13 
Maret 2016. 

16  Ibid, hlm.156
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d�proses, 6 kasus d�selesa�kan oleh 
bank dan 3 kasus d�selesa�kan dengan 
med�as� perbankan.  Dan h�ngga untuk 
tr�wulan tahun 2012 �n� sudah terdapat 
148 kasus perbankan, dan yang b�sa 
d�med�as� hanya 25 kasus, dan  j�ka 
d�h�tung h�ngga Desember 2011 lalu 
terdapat 510  kasus perbankan yang 
terjad� d� dun�a perbankan Indones�a. 
Kond�s� dem�k�an kemud�an terus 
terjad� h�ngga tahun 2015 d�mana 
sangat sed�k�t sengketa yang dapat 
d�selesa�kan melalu� med�as� 
perbankan. Hal �n� menunjukkan 
mas�h lemahnya t�ngkat penyelesa�an 
kasus atau sengketa perbankan melalu� 
Alternat�f Penyelesa�an Sengketa d� 
Indones�a d� tengah maraknya kasus 
atau sengketa yang terjad� d� dun�a 
perbankan Indones�a.17 

Berdasarkan ura�an data 
stat�st�k d�atas, dapat d�anal�s�s 
bahwa terdapat beberapa faktor yang 
menjad� penyebab dan mempengaruh� 
mas�h lemahnya t�ngkat penyelesa�an 
sengketa melalu� med�as� perbankan 
d� Indones�a yang antara la�n mel�put� 
beberapa hal utama sepert� adanya 
beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Bank Indones�a mengena� Med�as� 
Perbankan yang mem�l�k� beberapa 
kelemahan.

Substansi
Anal�s�s dar� s�s� Substans� yang 

kemud�an sangat berkorelas� dengan 
aspek kemanfaatan dar� berlakunya 
PBI Med�as� Perbankan �n� dapat 

17  Ibid

d�cermat� dalam beberapa ketentuan 
pasal-pasal dalam PBI �n� yang 
mereduks� aspek kemanfaatan �tu 
send�r� dengan ketentuan-ketentuan 
yang menyul�tkan p�hak-p�hak 
yang bersengketa, yang d�antaranya 
mel�put� : ketentuan yang menyatakan 
bahwa semua permohonan med�as� 
harus d�tujukan kepada D�rektorat 
Invest�gas� dan Med�as� Perbankan d� 
Kantor Pusat Bank Indones�a d� Jakarta 
(Pasal 15 PBI Med�as� Perbankan), 
d�percaya sebaga� faktor penghambat 
penyelesa�an sengketa yang efekt�f. 

D�samp�ng alasan keprakt�san, 
terutama bag� nasabah yang 
berdom�s�l� d� luar Jawa, juga masalah 
efisiensi waktu. Akan dibutuhkan 
waktu yang relat�f lama untuk 
D�rektorat Invest�gas� dan Med�as� 
dapat menangan� semua kasus yang 
terjad� d� seluruh Indones�a. Dar� seg� 
keprakt�san dan b�aya pelaksanan 
med�as� perbankan. Mesk�pun proses 
med�as� dapat d�lakukan d� kantor Bank 
Indones�a yang pal�ng dekat dengan 
dom�s�l� nasabah atau bank, med�ator 
tetaplah dar� kantor Bank Indones�a 
Jakarta. Hal �n� ber�mbas pada besarnya 
b�aya yang harus d�keluarkan Bank 
Indones�a dalam menjalankan fungs� 
mediasi. Akan lebih efisien bila Bank 
Indones�a d�daerah d�ber� kewenangan 
untuk melaksanakan fungs� med�as� 
perbankan �n�.

Sela�n �tu secara substans� 
menurut data Bank Indones�a bahwa 
med�as� perbankan send�r� sebenarnya 
belum d�kenal luas oleh nasabah. 
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Mas�h banyak nasabah yang t�dak 
mengetahu� keberadaannya mesk�pun 
Bank Indones�a mewaj�bkan t�ap 
bank member�kan �nformas� tentang 
hak-hak nasabah termasuk med�as�. 
M�n�mnya �nformas� dar� bank �n� 
menyebabkan sebag�an nasabah 
berhent� pada tahap pengaduan nasabah 
saja, tanpa melanjutkan proses ke 
med�as� mesk�pun mereka t�dak puas 
dengan penyelesa�an sengketa yang 
d�m�l�k�nya. Hal �n� membukt�kan 
bahwasanya apa yang d�amanatkan 
dalam ketentuan Pasal 14 PBI Med�as� 
Perbankan dan Surat Edaran Bank 
Indones�a Nomor 8/14/DPNP yang 
menentukan kewaj�ban publ�kas� oleh 
bank terka�t adanya sarana med�as� 
perbankan dan kewaj�ban publ�kas� 
melalu� med�a-med�a publ�kas� 
sebaga�mana d�tentukan surat edaran 
tersebut belum d�laksanakan secara 
maks�mal.

 
Struktur

Terka�t dengan struktur dalam 
pelaksanaan med�as� perbankan 
yang sangat berkorelas� dengan 
aspek kemanfaatan �alah med�ator. 
Hal �n� dapat k�ta temukan sepert� 
pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
PBI Nomor 8/5/PBI/2006 dan PBI 
No.10/1/PBI/2008 tentang Med�as� 
Perbankan yang menyatakan bahwa : 
Bank Indones�a menunjuk med�ator, 
namun t�dak menjelaskan (selama 
belum d�bentuk Lembaga Med�as� 
Independen) apakah med�ator berasal 
dar� �ntern Bank Indones�a atau 

staff dar� Bank Indones�a ataupun 
med�ator profess�onal. Ayat (2) 
menyebutkan tentang syarat med�ator 
ya�tu mempunya� pengetahuan 
perbankan, keuangan atau hukum, 
t�dak mempunya� kepent�ngan dengan 
para p�hak dan t�dak mempunya� 
kepent�ngan dengan para p�hak dan 
t�dak mempunya� hubungan darah 
maupun semenda dengan para p�hak. 

Dar� syarat-syarat tersebut, dapat 
d�asums�kan bahwa med�ator yang 
d�tunjuk Bank Indones�a b�sa berasal 
dar� dalam Bank Indones�a atau �nternal 
Bank Indones�a ataupun dar� luar 
Bank Indones�a, asalkan memenuh� 
syarat-syarat yang telah d�tetapkan. 
Anal�s�s terhadap ketentuan menurut   
pandangan penul�s, selayaknya sela�n 
syarat yang telah d�cantumkan tersebut 
hendaknya d�tambahkan bahwa 
seorang med�ator harus mempunya� 
sertifikat mediator. 

Dalam praktek-praktek med�as� 
d� pengad�lan, ket�dakberhas�lan hak�m 
berperan sebaga� med�ator banyak 
d�sebabkan oleh karena  mereka t�dak 
mendapatkan pelat�han med�ator 
seh�ngga t�dak menerapkan tekn�k dan 
strateg� med�as� yang benar. Apab�la 
Bank Indones�a t�dak mensyaratkan 
adanya sertifikat mediator bagi para 
med�atornya, dar� Aspek Kemanfaatan 
bukan t�dak mungk�n bahwa med�as� 
perbankan akan banyak mengalam� 
kebuntuan, walaupun yang berperan 
sebaga� med�ator adalah ahl� dalam 
b�dang perbankan, hukum ataupun 
ekonom�. Pengetahuan substans� 
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permasalahan yang d�sengketakan 
walaupun perlu untuk d�m�l�k� oleh 
seorang med�ator, namun t�dak mutlak 
d�butuhkan. Hal �n� d�sebabkan 
menurut praktek med�as�, med�ator 
maupun para p�hak d�perkenankan 
untuk mem�nta bantuan ahl� untuk 
d�m�nta� pendapat atas sengketa yang 
sedang berlangsung. Adapun n�la� 
terpent�ng yang harus d�m�l�k� oleh 
seorang med�ator adalah kemampuan 
menganal�s�s dan keahl�an menc�ptakan 
pendekatan pr�bad�.18

Budaya Hukum
Dar� aspek budaya hukum 

penyelesa�an sengketa dengan 
cara med�as� belum membudaya d� 
kalangan masyarakat. Seh�ngga untuk 
kond�s� dem�k�an sangat d�perlukan 
sos�al�sas� dan pub�kas� maks�mal 
terka�t keberadaan lembaga med�as� 
perbankan dan keunggulan-keunggulan 
penyelesa�an sengketa melalu� med�as� 
perbankan.

Permasalahan la�n yang juga 
ser�ngkal� d�temukan �alah nasabah 
yang kurang memaham� kasus pos�s� 
yang sebenarnya, nasabah juga t�dak 
member�kan dokumen yang lengkap, 
serta t�dak mencantumkan telepon yang 
bisa dihubungi untuk proses klarifikasi 
oleh D�rektorat Invest�gas� dan 
Med�as� Perbankan Bank Indones�a. 
Hal-hal yang s�fatnya tekn�s ser�ngkal� 
menjad� penghambat pelaksanaan 
med�as� perbankan dapat berlangsung 
secara lebih praktis dan efisien. 
18 Suyud Margono, 2000, ADR dan Arbitrase 

Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,  
Ghal�a Indones�a, Jakarta, hlm,47.

Kelemahan dan beberapa 
faktor penghambat �n�lah yang 
kemud�an membuat pengapl�kas�an 
med�as� perbankan sebaga� alternat�f 
penyelesa�an sengketa mas�h kurang 
maks�mal. D�perlukan suatu metode-
metode pendukung untuk memperkuat 
pelaksanaan med�as� sebaga� p�l�han 
yang tepat, yang apab�la d�band�ngkan 
dengan bentuk penyelesa�an la�nnya, 
med�as� perbankan mem�l�k� beg�tu 
banyak keunggulan karakter�st�k yang 
akan member�kan banyak keuntungan 
bag� nasabah dan bank.

IV. PENUTUP
4.1  Simpulan

Berdasarkan ura�an 
permasalahan yang telah d�bahas, 
maka dapat d�tar�k s�mpulan yakn� 
sebaga� ber�kut :

- Analisis Aspek Keadilan : 
Med�as� Perbankan yang d�laksanakan 
Bank Indones�a sepanjang lembaga 
med�as� �ndependen belum terbentuk 
perlu mendapat perhat�an ser�us 
karena d�khawat�rkan t�dak mampu 
bers�kap obyekt�f yang akh�rnya akan 
merug�kan nasabah. Idealnya med�as� 
perbankan d�laksanakan oleh lembaga 
�ndependen. Sela�n �tu Pendekatan 
legal-pos�t�v�st�k yang d�lakukan oleh 
Bank Indones�a dalam proses med�as� 
perbankan seharusnya d�h�ndarkan 
karena karakter�st�k sengketa nasabah 
bank ser�ngkal� bers�fat khas dan 
kompleks seh�ngga memerlukan cafra 
penyelesa�an yang kompregens�f. 

Vol. 5, No. 1 : 202 - 218



216

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2016

- Analisis Aspek Kepastian 
Hukum : pengaturan pelaksanaan 
dan penuangan has�l kesepakatan 
perdamaian efektifitasnya sangat 
tergantung dar� �t�kad ba�k para p�hak 
menaat� has�l kesepakatan tersebut dan 
pengaturan mengena� kewenangan 
untuk menjatuhkan sanks� adm�n�strat�f 
kepada bank yang t�dak mematuh� 
�s� kesepakatan med�as� belum cukup 
maks�mal untuk member� perl�ndungan 
kepada nasabah. Sanks� dar� Bank 
Indones�a t�dak bers�fat tegas dan 
memaksa agar bank melaksanakan 
kewaj�bannya. 

- Analisis Aspek 
Kemanfaatan: ketentuan bahwa semua 
permohonan med�as� harus d�tujukan 
kepada D�rektorat Invest�gas� Med�as� 
Perbankan d� Kantor Pusat  Bank 
Indones�a d� Jakarta dan penyelesa�an 
sengketa melalu� med�as� yang belum 
membudaya d�kalangan masyarakat 
merupakan salah satu faktor 
penghambat penyelesa�an sengketa 
secara efekt�f 

4.2 Saran
Berdasarkan data dan s�mpulan 

yang d�peroleh, maka adapun saran 
yang dapat d�ber�kan antara la�n :
- Lembaga med�as� perbankan 

�ndependen perlu segera d�bentuk 
oleh  asos�sas� perbankan 
sebaga� bentuk tanggung jawab 
dalam member�  perl�ndungan kepada 
nasabah bank secara maks�mal 
dan  mengembal�kan fungs� 
Bank Indones�a untuk menjaga 
stab�l�tas  moneter. 

- D�perlukan suatu pengaturan 
sanks� yang tegas dan memaksa 
dar� Bank Indones�a agar bank 
melaksanakan kewaj�bannya 
untuk bertanggung jawab 
dan memenuh� segala bentuk 
mekan�sme penyelesa�an 
sengketa melalu� med�as� 
seh�ngga dapat men�ngkatkan 
efektifitas mediasi perbankan 
sebaga� alternat�f penyelesa�an 
sengketa antara bank dan 
nasabah yang mem�l�k� beg�tu 
banyak keunggulan karakter�t�k.

- Bank Indones�a perlu 
mensos�al�sa�kan kembal� 
keberadaan lembaga med�as� 
perbankan kepada masyarakat 
dengan menegaskan 
kewaj�ban    set�ap bank 
untuk meng�nformas�kan 
pada nasabahnya akan 
ketersed�aan med�as� perbankan 
dan beran� member�kan 
sanks�  yang tegas bag� bank-
bank yang berma�n dan t�dak 
melaksanakan  kewaj�bannya 
secara maks�mal.
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